BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 42 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

BUPATI ACEH BARAT,

bahwa sehubungan dengan kebutuhan mendesak terkait
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun Anggaran
2024, terdapat beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi
segera;

bahwa sehubungan dengan penyesuaian rincian sub
kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan
Dana Bagi Hasil yang ditentukan Penggunaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Barat tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2024.

. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
Nomor 6736);

3. Undang-Undang...
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9. Peratiiran




9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

=8

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

16. Peraturan...




-4 -

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 42 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor
42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 Nomor 42), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2




Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat
Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
Semula Rp 1.423.351.613.620,00
Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pendapatan menjadi Rp 1.423.351.613.620,00

2. Belanja Daerah

Semula Rp 1.548.191.745.812,00
Bertambah/(Berkurang) Rp 0.00
Jumlah Belanja menjadi Rp 1.548.191.745.812,00

Surplus/ (Defisit) Rp 0,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

Semula Rp 124.840.132.192,00

Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Penerimaan Daerah

menjadi Rp 124.840.132.192,00
b. Pengeluaran

Semula Rp 0,00

Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Pengeluaran Daerah
menjadi Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Rp 124.840.132.192,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II SKPK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Pangan, Dinas Perkebunan dan
Perternakan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan...
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4. Ketentuan Lampiran V  diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini ini dengan penempatannya dalam Berita Darah
Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Maret 2024 M

23 Sya’ban 1445 H /
4
& Pj. BUPATI ACEH-BARAT,
ﬁi)

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _ 4 Maret 2024 M
23 Sya’ban 1445 H

* SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ’)QJEH BARAT, A

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 15




PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

JIn. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

¥
PANCACITA %

Nomor 1003/ 2358 Banda Aceh, 26 Februari 2024
Sifat : Segera 16 Sya'ban 1445
Lampiran
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Aceh Barat Y-ang Ter.hormat,

tentang Perubahan Atas Perbup No 42 Pj. Bupati Aceh Barat

Tahun 2023 tentang Penjabaran APBK di -

Tahun Anggaran 2024, -~ Meulaboh

L. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/130/2024 tanggal 15 Februari 2024
perihal Mohon Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat, dapat disampaikan
bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat temtang Perubahan Atag
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjaharan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan fasilitasi
dan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut -

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dilarang melakukan pergeseran anggarin
kecuali sebagaimana maksud yang telah disebutkan dalam konsiderans
menimbang huruf a dan huruf b rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

b. Dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati dimaksud, agar memedomani
BAB VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

ra

Tata cara penulisan dan format rancangan peraturan bupati agar mengacu pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-{'ndangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daeral,

3. Demikian, dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH

77 SEKRETARITS DAERAH‘:P,
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BUSTAM]I, SE, M.Si
PEMBINA UKAMA MADYA
NIP. 19670722 199603 1 002
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